BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1603, 2017

KEMEN-KP. Jenis Komoditas Wajib Periksa
Karantina Ikan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50/PERMEN-KP/2017
TENTANG

JENIS KOMODITAS WAJIB PERIKSA KARANTINA IKAN,

MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk menjamin komoditas perikanan untuk
kegiatan pemasukan dan pengeluaran dari wilayah
Negara Republik Indonesia bebas dari hama dan penyakit
ikan karantina, memenuhi standar mutu dan keamanan
hasil perikanan serta melindungi keamanan hayati ikan,
perlu menetapkan jenis komoditas wajib periksa
karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jenis Komoditas
Wajib Periksa Karantina lkan, Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, lkan dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3482);
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang
Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4197);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.O5/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan
untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit
Ikan Karantina;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina untuk
Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan
Karantina dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area
Lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.32/MEN/2012 tentang Jenis, Penerbitan, dan
Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 148);



Menetapkan

10.

11.
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015
tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang
Larangan dan/atau Pembatasan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1894);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG JENIS KOMODITAS WAJIB PERIKSA KARANTINA
IKAN, MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan yang
selanjutnya disebut Jenis Komoditas Wajib Periksa
Karantina lkan adalah media pembawa hama dan
penyakit ikan karantina atau hasil perikanan yang
dalam pengeluaran atau pemasukannya memerlukan
tindakan karantina.

2. Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina,
yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah ikan
dan/atau Benda Lain yang dapat membawa Hama dan
Penyakit Ikan Karantina (HPIK).

3. Hasil Perikanan adalah ikan termasuk biota perairan
lainnya yang ditangani dan/atau diolah dan/atau
dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan
beku, dan olahan lainnya yang digunakan untuk

konsumsi manusia.
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4. Tindakan Karantina lkan, yang selanjutnya disebut
Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan
untuk mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan
Penyakit lkan Karantina dari luar negeri dan dari
suatu Area ke Area lain di dalam negeri, atau
keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah
Negara Republik Indonesia.

5. Pemasukan adalah memasukkan Media Pembawa dari
luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik
Indonesia.

6. Pengeluaran adalah mengeluarkan Media Pembawa

dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri.

Pasal 2
Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina
atau hasil perikanan yang masuk atau keluar wilayah
Negara Republik Indonesia wajib dilakukan tindakan
karantina ikan sebagai Jenis Komoditas Wajib Periksa

Karantina Ikan.

Pasal 3
Jenis Komoditas Wajib  Periksa Karantina Ikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Setiap Pemasukan dan/atau Pengeluaran komoditas
wajib periksa karantina ikan wajib dilengkapi
dokumen tindakan karantina ikan.

(2) Dalam hal Pemasukan komoditas wajib periksa
karantina ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilengkapi dokumen tindakan karantina
berupa:

a. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa
dari Tempat Pemasukan (KI-D7); atau

b. Sertifikat Pelepasan (KI-D12).
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(3) Dalam hal Pengeluaran komoditas wajib periksa
karantina ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilengkapi dokumen tindakan karantina
berupa:

a. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan
(Health Certificate for Fish and Fish Products/HC);
atau

b. Surat Persetujuan Muat (KI-D4).

(4) Tata cara penerbitan dokumen tindakan karantina
ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 5
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Kepala Badan Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Nomor 96/KEP-BKIPM/2015
tentang Daftar Komoditas Perikanan Wajib Periksa
Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam

puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



